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RINGKASAN

Manfaat Dana Desa dalam Pengentasan kemiskinan di Desa Tlekung, Kota
Batu dijalankan dengan berbagai program bantuan dari Dana Desa untuk
masyarakat seperti BLT yang ditujukan untuk masyarakat sesuai kriteria yang ada,
Padat Karya Tunai Desa (PKTD) program yang dijalankan dengan menjalankan
aktivitas atau kegiatan masyarakat seperti pembersihan dan lainnya, kemudian
diberi dispensasi berupa uang. Adapun kendala atau faktor dalam hal ini ialah
kurangnya komunikasi antar masyarakat bersama pemerintah desa.

Kata kunci: Dana Desa, Pengentasan Kemiskinan
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1.1 Latar Belakang

Kemiskinan ialah isu yang umumnya terjadi di seluruh daerah di Indonesia.
Meskipun demikian, tujuan utama perbaikan publik Indonesia adalah untuk
meningkatkan kualitas moneter untuk menghasilkan pekerjaan dan memilah
kehidupan yang unggul bagi semua individu, yang akan meningkatkan kemajuan
dari masyarakat Indonesia melalui tujuan kemajuan publik, yaitu untuk mengurangi
tingkat kebutuhan.

Kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari kata kesusahan/kesukaran, tidak
berdaya untuk mengatasi masalah, kurangnya edukasi, penyakit karena mereka
tidak dapat menanggung biaya-biaya kesehatan, status lemah di mata publik, dan
tidak memiliki dana untuk masa depan. Sejauh kebutuhan yang sebenarnya,
keterpurukan tidak dapat dipisahkan dari tinggal di daerah pedesaan, pinggir pantai,
dan rumah kumuh. Kemiskinan juga merupakan sulitnya orang untuk memenuhi
keinginan dasar untuk kehidupan yang setimpal (BPS dan Depsos, 2003: 3)

Penurunan destitusi mencakup tingkat yang sangat luas, baik perspektif
moneter, sosial, sosial dan politik. Keringanan keutuhan adalah salah satu upaya
untuk menangani bantuan masing-masing pemerintah. Upaya untuk mengurangi
persyaratan mendasar telah dilakukan sejak tiga puluh tahun terakhir, terutama
dengan program perbaikan pemerintah termasuk rencana kebutuhan penting,
misalnya, makanan, bantuan dan bimbingan pemerintah, perluasan peluang
pekerjaan, pergantian kegiatan penghijauan, tindakan mengubah sumber daya yang
berputar melalui sistem kredit, peningkatan pendirian dan bantuan, sterilisasi dan
organisasi pertemuan berbagai usaha.

Pembangunan adalah kursus kemajuan yang menggabungkan semua
kerangka kerja. Alasan mendasar untuk perbaikan itu sendiri adalah untuk bekerja
pada bantuan pemerintah sosial dari daerah setempat melalui instruksi,

kesejahteraan, dan administrasi yang berbeda sebagai jenis penguatan wilayah



lokal. Penguatan daerah berbasis kemajuan merupakan upaya untuk lebih
mengembangkan bantuan pemerintah daerah.

Salah satu alasan kekurangan yang sering tidak diperiksa adalah kegagalan
atau wabah covid. Virus Corona atau disebut juga dengan pandemi Covid, telah
mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. Pandemi tersebut telah menyebar ke
seluruh dunia dengan geologi wilayah yang sangat luas. Menjelang awal maret
2020, Covid masuk ke Indonesia dengan jumlah penyakit yang semakin meningkat
dan pembagian wilayah yang tidak dapat disangkal, sehingga dilaporkan sebagai
kegagalan publik yang aneh. Berbagai cara dijalani untuk mengurangi penyebaran
atau upaya memutus mata rantai penyebaran Covid membuat berbagai praktik
terkait uang bahkan menghentikan kreasi. Ini menghasilkan peningkatan
pengangguran, pengurangan kecepatan kenyamanan individu dan asosiasi, dan
mendukung peningkatan orang-orang baru yang tidak beruntung sekaligus
meningkatkan jumlah orang yang tidak beruntung (lzzati 2020; Suryahadi et al.
2020).

Pada perkembangannya tersebut dilihat kurang memberi efek lebih bagi
penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data SUSENAS terakhir
dilaksanakan oleh BPS di bulan maret tahun 2018 mencatat penduduk miskin di
Indonesia berkisar 25,95 juta jiwa.

Dana Desa adalah amanat atau buah dari pengesahan UU No. 6 Tahun 2014.
Dana desa merupakan cadangan yang diperoleh dari penerimaan negara dan
diharapkan menggunakan rencana keuangan desa yang digerakkan melalui rencana
pembayaran dan pemanfaatan wilayah perkotaan serta digunakan untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan, kemajuan pelaksanaan, perbaikan
daerah, dan penguatan daerah.

Tentunya keberadaan Dana Desa adalah bagian dari usaha pemerintah dalam
mengentaskan  kemiskinan ~dan  mensejahterakan  masyarakat  melalui
pengoptimalan potensi dari desa sehingga dapat menghidupi diri secara mandiri.
Apabila dilihat langsung, tentunya sangat banyak masalah yang ditemui dalam

mewujudkan DD dalam program pengentasan kemiskinan, seperti tidak



dilaksanakan sesuai peraturan, tanpa menyertakan masyarakat pada perencanaan
dan SDM yang tidak sanggup menerima Dana Desa.

Berbagai prosedur pengurangan telah dilaksanakan, baik jangka panjang
maupun proyek pendek. Program jangka panjang mendorong upaya untuk
memberdayakan daerah setempat. Sementara itu, jangka pendek sebagian besar
diselesaikan untuk membantu mereka memenuhi harapan mendasar untuk
kehidupan sehari-hari. Berbagai kendala dialami dalam pelaksanaan prosedur
pengurangan kemiskinan, didasari karena sosialisasi yang kurang baik bagi
masyarakat lokal yang menjadi sasaran program maupun pelaksana program itu
sendiri. Sebagian besar usaha tidak benar-benar mencakup lingkungan yang lebih
luas. Oleh karena itu, ada banyak keadaan di mana program sangat terkoordinasi,
baik dalam kerangka pengembangan atau dalam berbagai target.

Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu merupakan kota yang sebagian
besar penduduknya berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan, namun
tingkat kemiskinan yang terjadi berfluktuasi secara luas, mulai dari yang termasuk
dalam klasifikasi Keluarga Tidak Mampu (RTM). Keadaan kota malang yang
memiliki potensi luar biasa, daerah normalnya memiliki umur yang benar-benar
bermanfaat. Sebagian dari pekerjaan pokok (RTM) mereka adalah buruh
peternakan, peternak sapi perah dan peternak yang memiliki lahan sempit. Selain
itu, potensi keuangan yang cukup menguntungkan adalah industri, namun hanya
diklaim oleh sebagian orang, sebagian besar dari mereka mendapat kehidupan dari
pemerintah kota. Dengan tujuan agar keadaan individu yang memiliki modal minim
tidak merasakan potensi tersebut. Di desa Tlekung, sangat terlihat bahwa sebagian
kepala keluarga memang menggantungkan hidupnya pada agribisnis (peternakan),
beternak, dimana upah yang mereka peroleh tidak cukup untuk mengurangi taraf
hidup keluarga mereka. Meski demikian, sebagian penduduk desa Tlekung adalah
pegawai pemerintah dan buruh kantoran.

Jumlah penduduk di Kecamatan Junrejo berdasarkan evaluasi penduduk
tahun 2020 sebanyak 56.721 jiwa, terdiri dari 28.514 jiwa laki-laki dan 28.207 jiwa
perempuan. Dibandingkan dengan pertambahan penduduk pada tahun 2019, jumlah

penduduk di Kecamatan Junrejo mengalami perkembangan sebesar 0,94 persen.



Sedangkan proporsi jenis kelamin pada tahun 2020 adalah penduduk laki-laki
terhadap perempuan sebanyak 101. Dengan luas wilayah 30,68 kilometer persegi
di Kecamatan Junrejo, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Junrejo pada
tahun 2020 adalah 1.796 km2. Jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk pada
tahun 2019, terjadi peningkatan sekitar 779 individu untuk setiap kilometer persegi
(BPS: Kecamatan Junrejo tahun 2020 angka).

Dengan adanya Dana Desa ini diyakini dapat meringankan kemelaratan di
desa melalui program yang dibiayai oleh Dana Desa misalnya, perbaikan kerangka

kerja dan penguatan wilayah lokal yang benar-benar sesuai keinginan.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana pemanfaatan dana desa pada pengentasan kemiskinan ?
2. Apa saja faktor penghambat serta pendukung pada penggunaan dana desa

dalam pengentasan kemiskinan ?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam pengentasan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pada

pemanfaatan DD dalam penanggulangan kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Bagi Masyarakat
Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pemanfaatan DD
dalam penanggulangan kemiskinan di desa Tlekung Kota Batu Kecamatan
Junrejo. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber data ataupun informasi
mengenai kajian dari manfaat dana desa dalam pengentasan kemiskinan.
1.4.2 Bagi Desa Tlekung
Sebagai gambaran atau referensi bagi pemerintah desa untuk melakukan

evaluasi dalam memanfaatkan dana desa dalam pengentasan kemiskinan.



1.4.3 Bagi Akademis

Sebagai media untuk memperdalam ilmu dalam menerapkannya, yang
didapatkan selama masa kuliah terutama yang berkaitan dengan manfaat
dana desa dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, untuk menambah
pengetahuan dan meningkatkan upaya perseptif terhadap kondisi di

dilapangan yang nanti akan ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat.
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